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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Mangemen
Kependudukan (SIMDUK) tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
K ependudukan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di
Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



11. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan
Baru di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 3);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah K ota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D
Nomor Seri 5);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
DAN
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BANJARBARU.
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Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Banjarbaru.
Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Instansi Pelaksana adalah Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah K ota Banjarbaru.

Camat adal ah Kepala K ecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat.

. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan

pemerintah dan masyarakat.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi K ependudukan serta, pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan
perekaman, pengesahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagal aat bukti otentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah
memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penduduk daerah adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Banjarbaru dan/atau
berdomisili, berada dalam wilayah Kota Banjarbaru baik disebabkan oleh keturunan atau karena tujuannya untuk menetap di Kota Banjarbaru.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Warga Negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara
Indonesia.

Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas
sesual dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal tetap adalah izin tinggal menetap bagi Warga Negara Asing di wilayah Kota Banjarbaru yang memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam,kerusuhan sosial dan orang terlantar.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat K eterangan K ependudukan.

Peristiwva K ependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau Surat K eterangan K ependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang beris elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh
penduduk segjak saat kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota
keluarga.

Kepaakeluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepalakesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyagjian Data Kependudukan di Kelurahan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.

Peristiwva Penting adalah keadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

Akta Kelahiran Umum adalah penerbitan akta kelahiran bagi kelahiran baru dan pelapor/pemohonnya belum terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

Akta Kelahiran Examinasi adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran, berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru yang lahir 1 Januari
1986 sampai dengan keterlambatan pendaftaran kelahiran melebihi 60 (enam puluh) hari kerja dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepaa
Instansi Pelaksana.

Akta Kelahiran Dispensasi adalah penerbitan akta kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran, domisili di wilayah Kota Banjarbaru yang lahir sebelum dan
sampai dengan 31 Desember 1986.

Akta Kelahiran Istimewa adalah penerbitan akta kelahiran bagi kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dan pencatatannya baru dapat dilakukan setelah
mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pelayanan
Pencatatan Sipil.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wagjib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwagjibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong.

Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karenajumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang dan tidak seharusnya terhutang.

Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi,
maupun sanksi administrasi.



47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terhutang, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribus
yang ditetapkan.

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN
PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk berhak memperoleh :

a. Dokumen Kependudukan.

b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

c. Perlindungan atas data pribadi.

d. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen.

e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Walikota melaui Instansi Pelaksana yang berwenang dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB Il
PELAKSANA KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Instansi Pelaksana

Pasal 4

Daam rangka pel aksanaan kewenangan penyelenggaraan administras kependudukan, instansi pel aksana mempunyai tugas sebagai berikut :



pendaftaran Peristiwa K ependudukan dan mencatat Peristiwa Penting.

penerbitan Dokumen K ependudukan.

pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

menjamin kerahasiaan dan kebenaran data atas Peristiwa K ependudukan dan Peristiwa Penting.

melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PoooTe

Bagian Kedua
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 5

(1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Pgabat dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melipuiti :

melakukan verifikasi kebenaran data;

melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1) Petugas Registrasi pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Petugas Registrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 7

Instansi Pelaksana mel aksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan menilik status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Daam hal pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan, pencatatannya didasarkan pada surat pernyataan perubahan Data
K ependudukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

Setiap penduduk yang telah dilakukan pencatatan biodata oleh Petugas Registrasi Instansi Pelaksana selanjutnya diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Kartu Keluarga

Pasal 9

Setiap keluargawajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pel aksana.
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Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Penduduk daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Pasal 11

Daam hal terjadi perubahan data dan/atau susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sgjak terjadinya perubahan.
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Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 12

Setiap Penduduk yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa
berlakunya berakhir.

Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegjadian serta
melampirkan bukti kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak.

Setiap penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib membawanya pada saat bepergian.

Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Prosedur dan mekanisme Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan standar pelayanan minimal.
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Pasal 13

Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk :

a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;

b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang bersangkutan.

c. penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dengan ketentuan:

a. penduduk yang lahir padatahun ganjil latar bel akang pas photo berwarna merah;

b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar bel akang pas photo berwarna biru;

C. pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh perseratus) tampak wajah.

Pasal 14

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kesalahan data lainnya, Instansi Pelaksana
wajib melakukan penggantian.

Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
dalam Wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 15

Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dari luar daerah baik perorangan ataupun secara bersama-sama yang pindah datang ke daerah wajib melapor kepada Instansi
Pel aksana dengan membawa Surat K eterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat K eterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat K eterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) bagi penduduk yang bersangkutan.
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Pasal 16

Setiap penduduk daerah yang pindah antar Kelurahan dalam Kecamatan wajib melapor secara tertulis kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat K eterangan Pindah
dari Kelurahan Asal.

Berdasarkan Surat K eterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat K eterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengganti bagi
penduduk yang bersangkutan.

Pasal 17

Setiap orang asing yang memiliki Izin Tingga Terbatas dan/atau 1zin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib
mel aporkan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat K eterangan Pindah di daerah asal.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang, untuk kemudian digunakan
sebagal dasar untuk :

a. perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang asing yang memiliki Izin Tingal Tetap;

b. perubahan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 18

Setiap penduduk daerah yang akan pindah dan menetap di luar Negeri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melaporkan secara tertulis kepada Instansi
Pelaksana.

Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pada saat diberikan Surat K eterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan kepada Instansi Pelaksana.
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Pasal 19

Setiap Warga Negara Indonesia yang menetap di luar Negeri dan pindah datang ke Daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sgjak tanggal kedatangannya.

Berdasarkan |aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Surat Keterangan sebagai mana tersebut pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 20

Setiap orang asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sgjak diterbitkan izin tinggal terbatas.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal dasar penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.

Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlaku 1zin Tinggal Terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Orang asing yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan Izin Tinggal Tetap kepada Walikota melalui Instansi Pelaksana.
Instansi Pelaksana mencatat dalam buku register dan melanjutkan permohonan tersebut untuk memperoleh persetujuan dari Walikota.

Setelah mendapat persetujuan, Instansi Pelaksana menerbitkan 1zin Tinggal Tetap.

Surat Keterangan sebagai mana dimaksud ayat (3) sebaga dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 22

Orang asing yang memiliki I1zin Tingga Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

Pendaftaran kepindahan orang asing keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menerbitkan Surat Pindah Ke Luar Negeri.
Setelah diterbitkannya Surat Pindah Ke Luar Negeri, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Adli dicabut oleh Instansi Pelaksana.



Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk antar negara diatur dalam Peraturan Walikota.
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BAB V
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal L aut atau Pesawat
atau Bus Antar Provinsi

Pasal 24

Instansi Pelaksana dapat melakukan pencatatan kelahiran yang diakibatkan kejadian luar biasa, diantaranya sebagai tempat tujuan keberangkatan kapal laut, pesawat, dan/atau
bus.

Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran
tertulis dari nakhoda kapal laut/pilot pesawat dan/atau sopir bus dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi dengan identitas yang jelas.

Berdasarkan laporan tersebut pada ayat (2) setelah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Instans Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Ke&ahiran di Daerah

Pasal 25

Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya atau kerabatnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sgjak
tanggal kelahiran.

Berdasarkan |aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Daam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan daerah tempat tinggal orang tuanya, Instansi Pelaksana wajib memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada
Instansi Pelaksana di Daerah tempat tinggal orang tuanya.

Pelaporan kelahiran baik oleh kuasanya atau kel uarga yang bersangkutan wajib dilengkapi dengan bukti kelahiran yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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Pasal 26

Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, disesuaikan pada laporan orang yang
menemukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pel aksana.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran diluar Daerah

Pasal 27

Penduduk Daerah yang melahirkan di luar Daerah wajib melakukan pencatatan pada Instansi Pelaksana di Daerah tempat peristiwa kelahiran.
Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan yang bersangkutan atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sgjak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu

Pasal 28
Pelaporan kelahiran penduduk daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya

dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan L ahir M ati
Pasal 29

Setiap kelahiran mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak terjadinya
[ahir mati
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Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari dokter atau bidan atau Instans
berwenang.

Instansi Pel aksana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengena persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur
dalam Peraturan Walikota.
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Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Daerah

Pasal 31

Setiap perkawinan penduduk daerah yang bukan beragama islam wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sgak tanggal
perkawinan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Kutipan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.

Perkawinan bagi penduduk yang beragamaislam dicatat oleh Kantor Urusan Agama K ecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pel aksana dalam waktu paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilakukan.

Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 32

Untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk daerah yang beragama Islam, Instansi Pelaksana secara periodik berkoordinasi dengan pihak
Kantor Urusan Agama K ecamatan atau Kantor Departemen Agama K ota Banjarbaru.
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Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 33

Setiap penduduk daerah yang bukan beragama islam dalam hal melaksanakan perkawinan di luar daerah yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib
mencatatkan perkawinannya pada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perkawinan.

Penduduk daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak yang bersangkutan
kembali ke daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

Pembatalan Perkawinan wgjib dilaporkan oleh penduduk daerah yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatal an perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana memberikan catatan pingir pada Register Akta Perkawinan mencabut
kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 35

Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk daerah bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sgjak putusan pengadilan tentang
perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
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Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 36

Penduduk daerah yang melakukan perceraian di luar daerah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perceraian.
Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak yang bersangkutan kembali ke
daerah.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instans Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dan kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat
K eterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32,
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Walikota.

(1)
)

®3)

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

Pencatatan pengangkatan anak di daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh orangtua angkatnya atau kuasanya kepada Instansi Pel aksana yang menerbitkan Kutipan
AktaKelahiran anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk daerah.

Berdasarkan |aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
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Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak tanggal Surat Pengakuan
Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan
perkawinan yang sah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan
perkawinan yang sah.

Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada Akta
Kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 42

Setiap kematian di daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematian.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
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Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat K eterangan Kematian dari Lurah atau Dokter atau Kepolisian.

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan
pengadilan.

Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pel aksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pencatatan kematian yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Dalam hal penduduk luar daerah mengalami kematian di daerah, keluarga atau kerabat yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk selanjutnya
Instansi Pelaksana daerah memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 43

Kematian penduduk daerah di luar daerah wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarga atau kuasanya kepada Instans Pelaksana di daerah tempat peristiwa kematian paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kematian.
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Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

Pencatatan perubahan nama penduduk daerah dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgak
diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil.



Bagian Keduabelas
Perubahan Status K ewar ganegaraan di Indonesia

Pasal 45

(1) Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sgak berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Negara Republik Indonesia oleh yang berwenang.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 46

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah penduduk yang bersangkutan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri.
(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pel aporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data K ependudukan

Pasal 47

(1) Datakependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2) Dataperseorangan meliputi :

a. nomor Kartu Keluarga (KK);

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

c. namalengkap;

d. jeniskelamin;



tempat lahir;
tanggal atau bulan atau tahun lahir;
golongan darah;
agama atau kepercayaan;
status perkawinan;
status hubungan dalam keluarga;
cacat fisk dan / atau mental;
pendidikan terakhir;
. jenis pekerjaan;
NIK ibu kandung;
namaibu kandung;
NIK ayah kandung;
nama ayah kandung;
alamat sebelumnya;
alamat sekarang;
kepemilikan aktalahir atau surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran atau surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan;
nomor akta perkawinan atau buku nikah;
tanggal perkawinan;
kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian;
aa. tanggal perceraian;
ab. nomor telepon.
(3) Dataagregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.
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Bagian Kedua
Kewenangan Penandatanganan
Dokumen Kependudukan

Pasal 48

Instansi Pelaksana memiliki kewenangan penandatanganan Dokumen K ependudukan:

a.Biodata penduduk;

b. Kartu Keluarga (KK);

c.Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provins dan antar Provins dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Kematian
untuk Orang Asing, Surat K eterangan Pembatal an Perkawinan, Surat K eterangan Pembatalan Perceraian, Surat K eterangan Pengganti Tanda Identitas.

Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pel aksana.

Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan

Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Pasal 49

Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan Dokumen Kependudukan.

Kepalalnstans Pelaksana dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dalam rangka mel aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi :

a. nomor Kartu Keluarga (KK);

b.Nomor Induk Kependudukan (NIK);

c.tanggal atau bulan atau tahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;



e. NIK ibu kandung;
f. NIK ayah kandung;
g. catatan penting lainnya
(4) Datapribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana.
(5 Instans Pelaksana diberikan hak akses untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, melengkapi data dan Dokumen
K ependudukan.

BAB VII
DATABASE KEPENDUDUKAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA
Bagian Kesatu
Database K ependudukan

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah wajib membangun Database K ependudukan.

(2) Pembangunan Database K ependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Pengelola Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi
Kaimantan Selatan.

(4) Datapenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi terus menerus.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Data
Pasal 51

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat
kependudukan wajib menggunakan Database K ependudukan yang dikelola oleh Instansi Pelaksana.



BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 52

(1) Instans Pelaksana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Sistem penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan buku, formulir dan dokumen register sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 53

Setiap pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil dikenakan retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 54
Obyek retribusi adal ah jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.
Pasal 55

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.



BAB X
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 56
Retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB XI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 57

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek
keadilan.
BAB XIl1I
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 59

(1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Tarif penyelenggaraan pelayanan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Walikota.



(3) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Cara Pemungutan

Pasal 60

(1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerima pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
(2) Pungutan Retribusi dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Surat K etetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 61

(1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kota Banjarbaru, selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran.

(3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.

(4) Bentuk, isl, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

(1) Setiap keterlambatan dan/atau melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa K ependudukan dikenakan denda, dalam hal sebagai berikut :
Perubahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
Pindah datang bagi orang asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan/atau yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia yang menetap di luar Negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
Izin Tinggal Tetap bagi Orang asing yang telah memiliki 1zin Tinggal Terbatas yang baru datang dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1);
Pindah ke Luar Negeri bagi Orang asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan 1zin Tingga Tetap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
2 Sanks Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa denda sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia dan sebanyak
Rp.75.000,- (tujuh puluh limaribu rupiah) untuk Orang asing.
(3) Setiap keterlambatan dan/atau melampaui batas waktu pel aporan Peristiwa Penting dalam hal sebagal berikut:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1);
b. perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (2);
pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2);
pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
kematian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43;
perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
. perubahan status kewarganegaraan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
. pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dikenal sanksi administratif berupa denda sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima
ribu rupiah).
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
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BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui Pgjabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 64

(1) Pengawasan terhadap Instansi Pelaksana dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam hal Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 65
(1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, K eringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah.
(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.
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BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap Penduduk yang dengan senggja tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan
minimal 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 67

Pegjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah tersebuit;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang retribusi daerah;

. melakukan penggel edahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pel aksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf €;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadi bidang retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
J. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidanadi bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan sesua dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Managemen
Kependudukan (SIMDUK) serta semua ketentuan yang pernah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Selama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan berdasar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8

Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informas
Mangjemen Kependudukan (SIMDUK) belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 69
Penyerahan tugas dan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil ditingkat Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Hal lainnya yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
baik tata cara, standar pelayanan, bentuk dan ukuran formulir/blanko akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjarbaru
padatanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 4 SERI C NOMOR SERI 2

Ditetapkan di Banjarbaru
padatanggal 9 Juli 2009
WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DI KOTA BANJARBARU

.  PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil maka perlu adanya pengaturan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan yang menggunakan kemagjuan tekhnologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang
professional dan peningkatan Pendapatan Adli Daerah.

Peristiwa K ependudukan dan Peristiwa Penting lainnya yang terjadi di masyarakat sangat penting untuk dilakukan pelaporan dan pendaftaran sehingga mendapatkan bukti
yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemenuhan hak penduduk terutama di bidang Pencatatan sipil tidak
mengarah kepada diskriminasi yang membeda suku, ras dan agama.

Untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal diperlukan pelaporan sumber Data K ependudukan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain memberikan keabsahan, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil dan dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialami penduduk pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan dalam rangka menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasiona sehingga dapat
dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 Cukup j€elas.
Pasal 2 Cukup jelas.



Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pencatatan Sipil.
Ayat (4)

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Avyat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)

Pasal 13

Pasal 14 Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 19

yang dimaksud Instansi Pelaksana yang berwenang adalah Dinas K ependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.

Cukup jelas.

Catatan Pinggir adalah setiap perubahan Nama, anggota Rumah tangga, tanggal lahir, pembatalan akta yang telah mendapat persetujuan/putusan Pengadilan
Negeri, dicatat perubahannya pada bagian belakang akta.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Data K ependudukan yang dimaksud adal ah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Y ang dimaksud Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas K ependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Y ang dimaksud kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Y ang dimaksud pindah dan menetap di Luar Negeri adalah meninggalkan tanah air untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun berturut-turut/lebih dari 1 (satu)
tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerjadi luar negeri.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24 Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 25 Avyat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Y ang dimaksud dengan tempat singgah adalah tempat persinggahan Pesawat terbang/kapal laut/bus antar daerah dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal
ini sesuai dengan asas yang berlaku secara Universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut/bus antar
daerah) apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Y ang dimaksud dengan bukti kelahiran yang sah adalah surat keterangan dari Bidan, Bidan Kampung (dukun beranak) yang telah mendapatkan pengesahan
oleh Lurah dan atau Rumah Sakit.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Y ang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat
dilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan.

Instansi berwenang adalah Kepala Puskesmas, Rumah Sakit dan atau Kepala Klinik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 48
Pasal 49 Ayat (1)
Aya (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Pasal 50 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokter adalah Dokter Puskesmas, rumah sakit atau klinik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

huruf k yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaaan.
Data Kualitatif adalah data berupa angka; Data Kuantitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

huruf g yang dimaksud beberapa catatan penting mengenal data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah K ota Banjarbaru.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009

NOMOR 4



Lampiran :

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 4 Tahun 2009
Tanggd : 9 Juli 2009

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BESARNYA TARIF

NO URAIAN KEGIATAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4
1. | PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK TERDIRI DARI :

1. Kartu Keluarga (KK) WNI 10.500,-
2. Kartu Keluarga (KK) untuk WNA 50.000,-
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :
a. WNI 6.000,-
b. WNA 75.000,-
2. | PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL TERDIRI DARI :
A. AKTA KELAHIRAN
B.
1. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran Umum:
a. WargaNegaralndonesia:
1). Anak Pertamadan Kedua 0.-
2). Anak Ketiga dan seterusnya 0,-
b. WargaNegaraAsing :
1). Anak Pertamadan Kedua 0,-
2). Anak Ketiga dan seterusnya 0,-




2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Examinasi:

1). Anak Pertamadan Kedua
2). Anak Ketiga dan seterusnya

3. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran Dispensasi:
1). Anak Pertamadan Kedua
2). Anak Ketiga dan seterusnya
4. BiayaPenerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa
( Putusan Pengadilan Negeri) :
1). Anak Pertamadan Kedua
2). Anak Ketiga dan seterusnya
5. Biaya Penerbitan Akta K edua dan seterusnya:
1). Warga NegaraIndonesia
2). Warga NegaraAsing
6. Biaya Sdlinan Akta:
1). Warga NegaraIndonesia
2). Warga NegaraAsing
B. AKTA PERKAWINAN
C. AKTA PERCERAIAN
D. AKTA KEMATIAN
E. AKTA IZIN KAWIN
F. AKTA PENGAKUAN ANAK

G. BIAYA SURAT KETERANGAN

20.000,-
50.000,-

35.000,-
85.000,-
52.000,-
39.500,-

33.500,-
13.500,-

28.500,-

13.500,-




. BIAYA PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TANDA BUKTI
WNA/WNI MENGENAI KELAHIRAN, KEMATIAN,
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

. BIAYA IZIN DISPENSASI PERKAWINAN
. PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN
. BIAYA SALINAN SURAT GANTI NAMA, PENCATATAN DAN

PERUBAHAN NAMA

.BIAYA MUTASI DATA (CATATAN PINGGIR)

13.500,-

42.000,-

23.500,-

33.500,-

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN




